BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sektor
konstruksi adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017. Seiring dengan perkembangan masa, peran sektor
konstruksi juga semakin maju dan semakin banyak pula bangunan
gedung yang dibangun untuk memfasilitasi kehidupan manusia. Namun,
seiring dengan pesatnya pembangunan bangunan gedung ini, terdapat
risiko juga yang dapat terjadi, yakni berupa Kegagalan Bangunan.
Kegagalan Bangunan yang terjadi ini tidak semata-mata memberikan
kerugian kepada pihak penyelenggara bangunan gedung, namun lebih
dari itu dapat pula berdampak kepada pihak ketiga yakni masyarakat luar
yang dirugikan. Pihak yang dirugikan ini dapat meminta ganti kerugian
dengan cara meminta pertanggungjawaban perdata, yang salah satunya
dapat dimintakan kepada Pengguna Bangunan Gedung sebagai salah
satu pihak penyelenggara bangunan gedung. Menurut Undang-Undang
Bangunan Gedung sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Cipta
Kerja, Pengguna Bangunan Gedung dapat berupa Pemilik Bangunan
Gedung, Penyewa Bangunan Gedung, Pemakai Bangunan Gedung, dan
Pengelola Bangunan Gedung. Namun, jika melihat dalam Undang-
Undang Jasa Konstruksi, maka Pemilik Bangunan Gedung ini dapat
dikategorikan sebagai Pengguna Jasa Konstruksi yang mana perihal
pertanggungjawaban perdatan terhadap pihak ketiga yang merasa
dirugikan akibat penyelenggaraan kontruksi tersebut telah diatur secara
rinci. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pengguna

Bangunan Gedung tidak saja hanya berupa Pemilik Bangunan Gedung,
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namun terdapat bentuk-bentuk lain, maka menjadi sebuah pertanyaan
yuridis tentang pertanggungjawaban perdatanya. Pertanggungjawaban
perdata dikenal dapat diajukan melalui dua dasar, yakni wanprestasi dan
perbuatan melawan hukum. Khusus dalam hal pertanggungjawaban
perdata atas Kegagalan Bangunan yang diajukan kepada Pemilik
Bangunan Gedung, maka telah diatur secara rinci dalam Undang-
Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi.
Namun berbeda dengan pertanggungjawaban perdata atas Kegagalan
Bangunan yang dibebankan kepada Pengguna Bangunan Gedung
lainnya, karena tidak diatur secara spesifik, maka harus dilakukan
dengan upaya hukum gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum,
dikarenakan tidak adanya perjanjian antara pihak yang dirugikan
tersebut dan Pengguna Bangunan Gedung. Dalam hal ini, pihak yang
merasa dirugikan tersebut dapat meminta ganti kerugian berupa materiil

dan imateriil.

5.2 Saran
Setelah dilakukannya penelitian hukum dalam Penulisan Hukum ini,
maka diketahui bahwa terdapat ketidaksinkronan dalam peraturan
perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah melalui
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, oleh
karena itu hal yang dapat menjadi saran dari Penulisan Hukum ini adalah
bahwa setiap orang yang mengalami kerugian baik secara materiil
maupun imateriil akibat terjadinya Kegagalan Bangunan, maka dapat
memintakan pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak yang terlibat
di dalamnya, baik Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan
Gedung, maupun jika ditarik lebih jauh kepada Penyedia Jasa

Konstruksi. Oleh karena itu, diharapkan untuk pengembangan peraturan
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perundang-undangan ke depannya, berkaitan dengan tanggung jawab
secara spesifik yang dapat dibebankan kepada Para Pihak dalam
pelaksanaan bangunan gedung sehingga pihak ketiga yang merasa
dirugikan pun dapat meminta ganti kerugian sehingga mendapatkan

perlindungan hukum sebagaimana mestinya.
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